
 

 
 

 

WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 108  TAHUN  2017 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA   MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota 

Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang  Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu ditetapkan 

Peraturan Walikota Mojokerto tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   

551); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4812); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5161); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057) ; 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199). 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun  2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Batuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1425); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 825) ; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067). 

22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto 

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
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23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daaerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 

Mojokerto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Kota Mojokerto; 

24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 

27. Peraturan  Daerah  Kota Mojokerto  Nomor  14   Tahun  2017 

tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2018. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai    

berikut : 

1.  Pendapatan Daerah Rp. 892.128.798.000,00  

2.  Belanja Daerah Rp. 968.279.120.000,00  

Surplus/(defisit) Rp. (76.150.322.000,00) 

3.  Pembiayaan Daerah    

 a. Penerimaan Rp. 76.150.322.000,00  

 b. Pengeluaran Rp. 0,00  

Pembiayaan  Netto   Rp. 76.150.322.000,00 

Sisa  Lebih Pembiayaan Anggaran  Tahun  berkenaan    Rp. 0,00 

 

Pasal 2 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 

pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

 

Ditetapkan  di  Mojokerto 

pada  tanggal      

 

WALIKOTA MOJOKERTO 

 

 

MAS’UD YUNUS 

diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal   

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

 

 

 

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T. 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19590109 198712 1 002 

 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 


